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BUPATI BOMBANA,

bahwa memenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksan

Pendapatari dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Borr

penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 s

lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010



Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun '1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Unda

Nomor'12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Neg

Indonesia Nomor 3569);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi;

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun '1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Ne€

Indonesia Tahun '1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 teniang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korups

Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind(

3851);

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20(

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabu

Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Repub|k Indonesia Tahun 2003 Nomor'144, Tambahan Leml

Republjk Indonesia Nomor 4339);

7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Ne!

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Nega

Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);



10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Neg

lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

1'1.Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir deng

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang F

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo

4844),

12.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinti

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerint

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Ang

Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Nr

4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemei'intah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan ati

Pemerintah Nomor 24'Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perurri

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo

4540),

l5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Neg

lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502),

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 457a);

17.Peraluran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575)',



lS.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Repu

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577),

20.Peraturan Pemerintah Nomor53Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind

2005 Nomor 14Q, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578),

2l.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimr

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

ZZ.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lemt

Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tal

2010:

25.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be

Tahun Anggaran 2010;



( MEMUTUSK AN:

PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O1O

Pasal 1

Menetapkan PELAKSANAAN

Laporan realisasi anggaran tahun 2010 terdiri dari :

1 Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp.
b. Dana Perimbangan Rp.
c. Lain - Lain Pendapatan yang Sah Rp.

Jumlah Pendapatan

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai
2)Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4)Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial
6)Belanja Bagi Hasil
7) Belanja Bantuan Keuangan
8) Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa

1 1 ,501 ,060,997,-
303,549,832,485,-

17 ,491 ,815,232,-

Rp
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

134,620,028,921 ,-

1 5,087,500,000, -

1,828,545,500,-

7,074,827,500,-
308,935,000,-

Rp. 332,542,709,714,-

158,919,836,921,-Rp.

Rp.
Rp.

26,150,779,950,-
43,082,944,806,-



3)Belanja Modal 3p, 51,087, 127,070,-
Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Surplus / (Defisit)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

_ Ip. t20,320,019,92+

Rp. 279,240,688,747,-

Rp. 53,302,019,967,-

(Rp 89s,465,382 86,-)
Rp. 780,000,000,-

__8p. 1,675,465,382.86,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan

Rp. 51,626,554,584.14,-

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I peraturan Bupati Bombana ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran taporan reatisasi anggar.

Pasal 4

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran Il Peraturan Bupati Bombana ini.

pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Bombana ini.



Pasal 6

Peraturan Bupati Bombana ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 2011

BUPATI BOMBANA.

H.TAFDIL
Diundangkan di Rumbia
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA.

H. RUSTAM SUPENDY




